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ABSTRAK

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Tap MPR
dimasukkan kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang
menimbulkan permasalahan dalam konteks Negara hukum Indonesia.hierarki
peraturan perundang-undangan seharusnya dibuat dengan logika penyederhanaan
dengan mengurang nomenklatur produk. Tap MPR juga tidak seharusnya masuk
dalam hierarki terlebih dibawah UUD 1945. Jika Tap MPR tetap ditempatkan di
bawah UUD 1945, maka perlu diadakan mekanisme pengujian Tap MPR, jika
dikemudian hari terdapat kontradiksi dengan UUD 1945 atau pembatasan dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan, yang sejatinya tidak boleh dibatasi
oleh MPR. Penyusun tertarik untuk meneliti alasan kembalinya Tap MPR dalam
hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditinjau hukum islam
terutama tentang siyasah syar’iyyah.

Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian pustaka (library
research) dengan study literatur. Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis
normatif dengan mengumpulkan data-data hukum untuk kemudian dijelaskan.
Sumber data primer penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan dalam hierarki hukum
yang paling tinggi, yaitu Al-Qur’an, Hadist, UUD 1945, TAP MPRS nomor.
XX/IMPRS/1966, TAP MPR Nomor [1I/MPR/2000, Tap MPR I/MPR/2003,dan
UU Nomor 12 Tahun 2011. Sumber data sekunder meliputi teks hukum berupa
buku, jurnal, laporan penelitian, karya ilmiah, artikel-artikel, maupun doktrin
hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini. Penelitian ini
menggunakan teori sosiologi hukum, peraturan perundang-undangan, dan siyasah
syar’iyyah.

Hasil dari pembahasan bahwa Tap MPR diakui keberadaannya sebagai
sumber hukum formiil di Indonesia yang menjadi acuan dalam pembentukan
produk hukum, Tap MPR merupan perpanjangan tangan MPR dalam menjalankan
kewenangannya sebagai salah satu lembaga tinggi Negara yang mampu bersinergi
dengan lembaga lainnya. Peraturan perundang-undangan merupakan produk
hukum yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat
manusia di dunia dan akhirat dan mencegah adanya keburukan dengan
menegakkan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan prinsip pembentukan
suatu produk hukum islam. Pembentukan peraturan perundang-undangan atau
siyasah syar’iyyah tidak boleh bertentang dengan hukum pokok UUD 1945, Al-
Qur’an, dan Hadist. jika bertentangan maka peraturan perundang-undangan
tersebut tidak dinyatakan kedudukan dan keberlakuaanya.

Kata kunci: Tap MPR, Hierarki Perundang-Undangan, dan Siyasah Syar’iyyah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

f Alif - tidak dilambangkan

< ba’ b be

< ta’ t te

& sa’ $ es (dengan titik di atas)
d jim j je

C ha’ h ha (dengan titik di bawah)
¢ kha’ kh ka dan ha

3 Dal d de

3 Zal Vi zet (dengan titik di atas)
J ra’ r er

J za’ z zet
o sin s es
o syin sy es dan ye
ol Sad $ es (dengan titik di bawah)
ua Dad d de (dengan titik di bawah)
] ta’ t te (dengan titik di bawah)
] 73’ z zet (dengan titik di bawah)
I ‘ain ‘ koma terbalik di atas

¢ Gain g ge
. fa’ f ef

Vi



it Qaf q qi

d Kaf k ka

J Lam | ‘el

a mim m ‘em

O Nan n ‘en

3 Wawu w we

2 Ha h ha

s Hamzah ‘ Apostrof tetapi lambang ini
tidak dipergunakan untuk

hamzah di awal kata
$ ya’ y ye

B. Vokal pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhamah ditulis u.
Contoh : Gda ditulis jalasa
& ditulis syariba
&= ditulis buniya
C. Vokal panjang
A panjang ditulis a, i panjang ditulis 1, u panjang ditulis G, masing-masing dengan

tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : O ditulis kana
3 ditulis filmizun
e ditulis gafitrun
D. Vokal rangkap
Fathah + ya’ mati ditulis ai.
Contoh : & ditulis baina
Fathah + wawu mati ditulis au.
Contoh : J$ ditulis gaul
E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof (‘)
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Contoh : Sl ditulis @ 'zu

Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf gamariyyah maka ditulis al-

Contoh : a4l ditulis al-madrasah

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf | diganti dengan huruf syamsiyyah yang
mengikutinya.

Contoh : <l ditulis as-sama’

Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : 4xsas ditulis muhammadiyyah

. Ta’ marbutah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis t

Contoh : 45 ) 285 ditulis maktabat al-jami’at

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
Contoh : 3% ditulis sabbiirah

Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : < W5Y) 4 L ditulis karamah al-auliya’

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.
Contoh : onaHll LG ditulis khulafa ur rasyidin

Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD
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“SEBAIK-BAIK MANUSIA IALAH ORANG YANG BANYAK
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum ada perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga
tertinggi Negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan
rakyat. Sehingga kekusaan yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR tidak terjadi
check and balances atau pincang. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945, MPR tidak lagi memiliki kewenangan dalam
menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan tidak lagi
mengeluarkan Ketetapan MPR, kecuali berkenaan dengan menetapkan Wakil
Presiden menjadi Presiden, Memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Setelah perubahan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara yang setara

dengan lembaga tinggi Negara lainnya.

Berkaitan dengan terjadinya perubahan kedudukan MPR ternyata juga
menimbulkan pro dan kontra, khususnya terhadap kedudukan Ketetapan MPR
dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dengan terjadinya
tarik ulur Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari tahun 1966

hingga sekarang telah mengalami empat kali perubahan, yaitu:

1.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX

Tahun 1966 tentang Memorandum Dewan Perw akilan Rakyat



Gotong Royong Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik
Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia;

2.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor Ill1 Tahun 2000
tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan; dan

4.  Undang-Undanga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.*

Keempat peraturan tersebut mengatur secara berbeda jenis-jenis peraturan
yang mesuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Perbedaan yang
sangat menonjol dalam perubahan keempat peraturan di atas yaitu mengenai
eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat (Tap MPR) dalam hierarki
peraturan perundang-undangan. Eksistensi produk kebijakan politik dan kebijakan
hukum MPR/S disebutkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara Nomor XX Tahun 1966 (Tap MPRS No. XX Tahun 1966) dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor Il Tahun 2000 (Tap MPR
No. Il Tahun 2000), yang diletakkan tepat di bawah Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun berbeda dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (UU No.10 Tahun 2004). Tepatnya diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) UU
No. 10 Tahun 2004, Tap MPR dikeluarkan dari jenis dan hierarki peraturan

perundang-undangan. Perubahan ini merupakan salah satu bentuk akibat dari

! Riri Nazriyah, MPR RI Kajian Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan,
(Yogyakarta: Ul Press, 2007), him. 27.



perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pada awal reformasi.” Dimana
kedudukan MPR sebagai lembaga tinggi negara berubah menjadi sejajar dengan

lembaga-lembaga negara lainnya.

Tap MPR merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan
yang sah dan berlaku di Negara Indonesia. Bahkan di dalam hierarki peraturan
perundang-undangan, Tap MPR memiliki kedudukan vyang lebih tinggi
dibandingkan dengan UU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan
Daerah (Perda). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam UU tersebut
kedudukan Tap MPR dapat dikatakan sebagai salah satu sumber hukum.
meskipun dalam UU sebelumnya , yakni UU Nomor 10 Tahun 2004 Tap MPR

tidak dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Masuknya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan, hanya
merupakan bentuk penegasan bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan Tap
MPR masih diakui dan berlaku dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.
Akantetapi, dimasukannya kembali Tap MPR dalam hierarki peraturan
perundang-undangan memiliki implikasi atau akibat hukum dalam sistem hukum
pisitif di Indonesia, sehingga membutuhkan penjelasan rasional agar tidak

menimbulkan tafsir hukum yang berbeda-beda.

? Fitri Meilany Langi, “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Perundang-
Undangan di Indonesia”, artikel hukum, volume | No I, 2013.



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk membahas
masalah mengenai Hierarki TAP MPR Menurut Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tinjauan

Siyasah Syar’iyyah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat menarik
beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1.  Mengapa TAP MPR dimasukan kembali dalam hierarki Perundang-
Undangan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana tinjauan siyasah syar’iyyah terhadap kembalinya Tap
MPR dalam hierarki peraturan perundanga-undangan di Indonesia?
C. Tujuan dan Kegunaan
1.  Tujuan
Mengenai tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:
a.  Untuk mengetahui alasan Tap MPR kembali dimasukkan
dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
b.  Untuk mengetahu kedudukan Tap MPR dalam ketatanegaraan
Indonesia.
c.  Untuk mengatahui kekuatan hukum yang mengikat pada Tap

MPR sehingga masih diakui hingga saat ini.



d.  Untuk mengetahui pandangan siyasah syar’iyyah terhadap
kembalinya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-
undangan di Indonesia.

2.  Kegunaan

Dalam penulisan dan penelitian ini, adapun kegunaan yang akan

dicapai sebagai berikut:

a.  Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan
bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya ilmu
hukum tata Negara dan politik hukum, serta menambah
referensi dalam keilmuan pada umumnya.

b.  Secara praktis, dapat digunakan sebagai rujukan dalam
mempelajari  ilmu  perudang-undangan atau  menjadi
pertimbangan dalam  pengambilan  keputusan  dalam
pembentukan peraturan perundang-undanagan dimasa yang
akan datang.

D.  Telaah Pustaka

Dalam menyusun sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting sebelum
penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan
orisinalitas bahwa hierarki Tap MPR menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tinjauan siyasah
syar’iyyah belum pernah diteliti atau dibahas. Sekalipun berguna untuk

memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.



Setelah melakukan pencarian bahan penelitian terkait tema mengenai
“Hierarki TAP MPR Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tinjauan Siyasah Syar’iyyah” ,
Penyusun menemukan beberapa karya imliah yang mempunyai korelasi tema
dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, ada beberapa literatur tersebut penyusun
menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-
literatur tersebut dengan skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya
adalah:

Pertama skripsi yang disusun oleh Muhammad Abrori dengan judul
“Analisis Hukum Re-eksistensi TAP MPR-RI Dalam Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan (Studi Undandang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.® Karya ini diterbikan di Progam
Studi [lmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Penelitian tersebut berisi tentang kekosongan
hukum Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusun lebih
menjelaskan landasaan hukum kembalinya Tap MPR dalam hierarki peraturan
perundang-undanagan.

Kedua skripsi yang disusun oleh Andi Fauziah Nurul Utami “Analisis

Hukum Kedudukan Tap MPR Republik Indonesia Dalam Hierarki Pembentukan

® Muhammad Abrori, “Analisis Hukum Re-eksistensi TAP MPR-RI Dalam Hierarki
Peraturan Perundang-Undangan (Studi UndandangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2016).



Peraturan Perundang-Undangan™.* Karya ini diterbitkan di Progam Studi llmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013. Penelitian
tersebut berisi tentang implikasi yuridis Tap MPR RI dalam hierarki pembentukan
peraturan perundang-undangan. Penyusun menjelaskan kembalinya Tap MPR
dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga skripsi yang disusun oleh Della Sri Wahyuni dengan judul
“Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis
Permusyawaratan  Rakyat Sementara  (MPRS/MPR)  Dalam  Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia”.”> Karya ini diterbitkan di Jurusan Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012. Penelitian
tersebut berisi tentang pengujian terhadap Tap MPRS/MPR, yang dalam
pembahasannya  diuraikan  mengenai  konstitusionalitas dalam  sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia. Penyusun lebih fokus kepada implikasi dari
kembalinya Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di
Indonesia yang dilengkapi dengan dasar hukum pembentukan peraturan
perundang-undangan.

Keempat jurnal yang disusun oleh Irwandi, SH. MH dengan judul

“Kedududkan TAP MPR Dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan

* Andi Fauziah Nurul Utami, “Analisis Hukum Kedudukan Tap MPR Republik Indonesia
Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, skripsi Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, (2013).

® Della Sri Wahyuni, “Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPR/MPRS) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
Indonesi, Skripsi Jurusan llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2012).



Perundang-Undangan Di Indonesia”.® Jurnal ini diterbitkan di Jurusan Ilmu
Hukum Universitas Jambi pada tahun 2013. Penelitian tersebut membahas tentang
akibat hukum dimasukkannya TAP MPR ke dalam hierarki pembentukan
peraturan perundang-pndangan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni diharuskannya
Tap MPR sebagai rujukan bagi peraturan perundang-undangan yang berada di
bawahnya, baik UU/Perpu, PP, Perpres ataupun Perda. Sedangkan penyusun
menjelaskan kembalinya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan
dengan tinjauan siyasah syar’iyyah.

Kelima jurnal yang disusun oleh Martha Riananda dengan judul
“Dinamika Kedudukan TAP MPR di Dalam Hierarki Peraturan Perundang-
Undangan”.” Jurnal ini diterbitkan di llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Lampung pada tahun 2014. Pokok pembahasan penelitian tersebut adalah
pembahasan mengenai subtansi dari peraturan perundang-undangan yang
meliputi: bersifat umum, berisikan peraturan dan tidak individual atau kongkrit.
Sedangkan subtansial dari Tap MPR sendiri meliputi: berbentuk putusan, bersifat
kongkrit dan individual. Penyusun lebih fokus pada alasan kembalinya Tap MPR
dalam hierarki peraturan perundang-undangan dengan melihat dari sisi sosiologi

hukum.

® Irwandi, SH. MH, “Kedududkan TAP MPR Dan Implikasinya Terhadap Hierarki
Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, jurnal Jurusan llmu Hukum Universitas Jambi,
2013.

" Martha Riananda “Dinamika Kedudukan TAP MPR di Dalam Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan”, jurnal lImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.



E. Kerangka Teoritik

1.  Sosiologi hukum

Hukum sebagai sarana perubahan sosial yang dalam hubungannya
dengan sektor hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin
ilmu sosiologi hukum. hubungan antara perubahan sosial dan sektor
hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat
pengaruh perubahan sosial terhadap sektor hukum sementara dipihak lain
perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial.
Perubahan kekuasaan yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan
dengan salah satu fungsi hukum, yakni hukum sebagai sarana perubahan

sosial atau sarana sosial masyarakat (social engineering).?

Landasan sosiologis lebih difokuskan pada perspektif medan
penerapan hukum dalam keadaan nyatanya, yang selalu disertai ciri berupa
penerimaan (acceptance) peraturan oleh sekelompok masyarakat,
berlakunya kaidah hukum secara sosiologis adalah efektifitas kaidah
hukum di dalam lapangan masyarakat. Landasan teoritis sebagai dasar
sosiologis berlakunya suatu peraturan perundang-undangan dikaitkan
dengan dua teori: pertama, teori kekuasaan, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa kaidah hukum itu dipaksakan berlakunya oleh
penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh komunitas masyarakat, kedua,

teori pengakuan, yang menyatakan bahwa berlakunya kaidah hukum itu

8 Roger Cotterrell, Sosiologi Hukum, The Sociology Of Law, ( Yogyakarta: Nusa Media,
2012), him. 10.
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didasarkan pada penerimaan atau pengakuan masyarakat ditempat hukum

itu berlaku.®

Sosiologi hukum yang berusaha untuk mengupas hukum sehingga
hukum tersebut tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaranya, tidak
hanya bersifat kritis melainkan bisa juga kreatif. Kreativitas ini terletak
pada kemampuannya untuk menunjukan adanya tujuan-tujuan serta nilai-
nilai tertentu yang ingin dicapai oleh hukum, yang terkubur oleh simpang
siur prosedur teknik hukum.™® Sosiologi hukum akan bisa mengingatkan
orang kepada adanya tujuan-tujuan yang sedemikian itu. Selain itu,
sosiologi hukum mampu memberikan informasi mengenai hambatan-
hambatan yang menghalangi pelaksanaan suatu ide hukum, sehingga

mampu menghindari dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam
memahami agama. Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum
islam, maka tinjauan hukum islam secara sosiologis dapat dilihat pada
pengaruh hukum islam pada perubahan masyarakat muslim, dan
sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum
islam. Hubungan timbal balik antara hukum islam dan masyarakat muslim
dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam

penerapan hukum islam.

° Tanto Lailam, Teori dan Hukum Perundang-Undangan, (Yogyakarta, Team Pustaka
Pelajar, 2017), him. 66.

19 satjipto Rahardjo, llmu Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014), him. 371.
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Hukum islam sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku
manusia (umat muslim) sesuai dengan citra islam dan sebagai norma ia
memberikan legalitas ataupun larangan tertentu dengan konteks spritual.
Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum islam ditinjau dari sudut
sosiologi hukum islam. Sebab sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari
pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekitar masyarakat.'
Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-
faktor yang mendorong terjadinya hubungan, tindakan sosial serta
keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.

2.  Peraturan Perundang-Undangan

Istilah perundang-undangan (wetgeving, gezetsgebung, legislation)
mengandung dua arti, yaitu: pertama, proses pembentukan peraturan-
peraturan negara dari jenis yang tertinggi sampai yang terendah yang
dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-
undangan; kedua, keseluruhan produk peraturan Negara tersebut. ** dalam
UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa peraturan perundang-
undangan adalah perturan tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara
atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa peraturan

perundang-undangan merupakan keseluruhan kaidah hukum tertulis yang

1 sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2003), him. 1-2.

12 Enny Nurbaningsih, Hierarki Baru Peraturan Perundang-Undangan, jurnal mimbar
hukum volume X Nomor 48, 2004, him. 26
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dibuat pejabat yang berwenang atau lingkungan jabatan yang berwenang
yang berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat

Secara umum.

Peraturan perundang-undangan tentu saja berbeda dengan undang-
undang ataupun pemaknaan akan sistem hukum lainnya. Banyak kalangan
yang menganggap bahwa hukum, peraturan perundang-undangan, dan
undang-undang adalah hal yang sama. Padahal hal tersebut tidaklah sama,
undang-undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan,
peraturan perundang-undangan terdiri dari undang-undang dan berbagai
peraturan perundang-undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya
undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti

hukum adat, kebiasaan dan yurisprudensi.*®

Oleh karen itu, peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan
kewenangan atribusi atau delegasi sehingga terbatas jenisnya, meliputi:
UUD 1945, Tap MPR, Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan
Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.* Selain itu didalam

peraturan perundang-undangan terdapat beberapa unsur penting, meliputi:

13 Bagir Manan, “Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia”, (Jakarta: Ind. Hill. Co.,
1992), him. 2-3.

4 Lihat Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
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a.  Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis,
maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum
lazim disebut hukum tertulis (geschreven, written law);

b.  Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;

c.  Peraturan perundang-undangan berisi aturan pola tingkah laku
yang bersifat mengatur dan tidak sekali jalan;

d.  Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum, namun
tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang, atau

tidak ditunjukan kepada individu. *°
Batasan-batasan yang dimiliki dan terkandung dalam perundang-
undangan yang bisa dan dianggap menghasilkan peraturan, dengan ciri-ciri

sebagai berikut:

a.  Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian
merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas;

b.  Bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi pristiwa-
pristiwva yang akan datang yang belum jelas bentuk
kongkritnya. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk
mengatasi pristiwa-pristiwa tertentu saja;

c. la memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki
dirinya sendiri, sesuatu yang lazim bagi peraturan untuk
mencantumkan  klausul ~ yang memuat kemungkinan

dilakukannya peninjauan kembali.*®

!> Tanto Lailam, Teori dan Hukum Perundang-Undangan,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2017), him. 2-4.

'® Irwaandi, "Kedudukan Tap MPR dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia”, jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2014, him. 93.



14

Pendapat tersebut melahirkan konsekuensi bahwa pengertian dan
definisi peraturan perundang-undangan dikunci pada aspek ketentuan yang
mengatur (regeling) dengan sifat berlaku umum, tidak kongkrit dan
ditujukan untuk publik. Hal tersebut berbeda dengan sifat yang melekat
dalam suatu keputusan (becshikking) yang bersifat kongkrit, individual dan

berlaku sekali waktu (einmalig).

Sifat umum dan abstrak yang dilekatkan sebagai ciri peraturan
perundang-undangan, dimaksudkan untuk membedakan dengan keputusan
tertulis pejabat atau lingkungan pejabat yang berwenang dan bersifat
individual dan kongkrit seperti suatu ketetapan (beshcikking). Suatu
keputusan itu dapat dikatagorikan sebagai ketetapan apabila memenubhi
beberapa unsur, yaitu: (a) keputusan sepihak; (b) keputusan tersebut adalah
tindakan hukum di lapangan hukum publik; (c) keputusan dibuat oleh
badan atau pejabat tata usaha Negara; (d) keputusan mengenai masalah
atau keadaan kongkrit dan individual, dan (e) keputusan dimaksudkan
untuk mempunyai akibat hukum tertentu yaitu, menciptakan, mengubabh,

menghentikan atau membatalkan suatu hubungan hukum.*’

Selain itu, peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi yang
pada hakikatnya menyelenggarakan fungsi legislatif. Dilihat dasar
kewenangannya bersumber dari atribusi dan delegasi, sedangkangkan

dalam perspektif materi muatan (subtansi) berisi ketentuan yang mengatur

7 Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, (Bandung:
CV. Mandar Maju, 1998), him. 125.
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tata kehidupan masyrakat yang mendasar, yang dapat mengurangi,
membatasi hak asasi warga Negara/ penduduk, berisi norma suruhan /
larangan, serta dapat memuat sangsi pidana dan sangsi lainnya. Peraturan
perundang-undangan sebagai salah satu produk hukum dalam suatu
Negara mempunya fungsi sebagaimana fungsi hukum pada umumnya,
dimana fungsinya sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan Negara.
Fungsi hukum yang dimaksud adalah pertama, sebagai pengarah dalam
membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai
dengan tujuan kehidupan ber-Negara; kedua, sebagai pembina suatu
bangsa: ketiga, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian,
dan keseibangan dalam kehidupan ber-Negara dan bermasyarakat;
keempat, sebagai penyempurna, baik terhadap tingkah laku warga apabila
terjadi pertentangan / konflik dalam kehidupan berbangsa dan ber-Negara;
kelima, sebagai pengoreksi apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban

untuk mendapatkan keadilan.*®

3. Siyasah Syar’iyyah

Siyasah syar’iyyah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara
pengaturan  masalah  ketatanegaraan islam semisal (bagaimana
mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang
sesuai dengan prinsip-prinsip islam, kendatipun mengenai penataan semua

persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Secara prakteknya

¥ Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik:
Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), him 44,
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siyasah syar’iyyah adalah otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan
yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan
dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu (yang mengaturnya).
Pada intinya siyasah syar’iyyah bertujuan mengantarkan rakyat menggapai
kebahagiaan dunia dan akhirat.

Siyasah syar’iyyah ditinjau dari sumber pembentukannya, dalam
literatur figh siyasah sesungguhnya dikenal dua jenis siyasah. Pertama,
siyasah syar’iyyah yaitu siyasah yang dalam proses penyusunannya
memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, siyasah wahh’iyyah yaitu
siyasah yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang
dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika
agama. Dasar pokok siyasah syar’iyyah adalah wahyu atau agama. Nilai
dan norma transendental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan
yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang.

Siyasah syar’iyyah merupakan berbagai peraturan yang dilahirkan
oleh umara dan atau ulama Negara dalam bentuk berbagai peraturan
perundang-undangan, semisal konstitusi, dan lain-lain, yang bersifat
mengikat dan memaksa, sehingga siapapu yang melanggar atau tidak
mematuhinya akan dikenakan sangsi sesuai aturan yang berlaku. Dengan
kata lain yang berwenang menyusun siyasah syar’iyyah adalah umara atau

ulama Negara yang duduk di lembaga legislatif, bukan ulama swasta yang

¥ Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimi, Politik Islam: Ta’liq Siyasah Syar’iyyah Ibnu
Taimiyah, cetakan kedua (Jakarta Timur: PT. Griya llmu Mandiri Sejahtera, 2014), him. 8.
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tidak memiliki otoritas politik untuk menyusun gonun.?’ Nabi Muhammad

Sallallahu ‘alaihi wasalam bersabda:

N aie Cpalusall Zlal g e amy g5 Sl I8 L aalid) al e (15 e

21 (Sall o) 5 ) Al g5 A &

Dapat dipahami bahwa subyek penyusun siyasah syar’iyyah adalah
pemerintah yang duduk dalam lembaga legislatif. Produknya adalah
berbagai peraturan yang tidak bertentangan dengan agama. Karena
berbentuk peraturan perundang-undangan, maka siyasah syar’iyyah itu
bersifat mengikat dan memaksa.

Dalam politik islam dikenal tiga jenis hukum: pertama hukum
syariat, hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa ta’ala
(SWT) dan Rasul-Nya; kedua kesepakatan para ulama untuk menetapkan
hukum agama berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist dalam perkara yang
terjadi, dengan kata lain sebagai produk ijtihad atau hasil pemahaman
mujtahid terhadap dalil syariat (figih); ketiga hasil pemahaman umara’
(pemerintah) terhadap dalil tersebut yang disebut siyasah syar’iyyah yang
dalam bentuk perundang-Undangan. Hukum ini ditetapkan oleh lembaga

pemerintahan yang tidak bersifat kekal kecuali hal yang mendasar dan

2 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik
Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008). HIm. 20-21. Lihat juga dalam Abdul Wahab Kallaf, al-siyasah
al-Syar’iyyah aw Nizham al-Dawlah al-1slamiyyah fi al-Syu 'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah
wa al-Maliyyah, (Al-Qohirah: Dar al-Anshar, 1977), him. 5.

2! Muhammad Bin Shalih al-<Utsaimi, Politik Islam, Penjelasan Kitab Siyasah Syar’iyyah
Ibnu Taimiyah, (Jakarta: Griya Ilmu, 2014), him. 29.
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perlu dipertahankan. Secara hierarkis, hukum yang tertinggi adalah hukum
syariat yakni Al-Qur’an dan hadist. Namun jika tidak ditemukan dalam
ketentuan syariat maka diperlukan kajian ijtihat dalam penemuan dan
menempatkan hukum.?? Hal ini termuat dalam firman Allah SWT:
die 30 | aSia aT gl g Jsm 5l 1 smadal 5 il 1 smdal ) siale T Ly
D 3 AT sl Al 5 S ¢ s 5 il Y 05358 ok B
2354 Gy
Syariat adalah sumber pokok bagi kebijakan pemerintah dalam
mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Sumber lainnya ialah manusia sendiri dan
lingkungannya. Peraturan-peraturan yang bersumber pada lingkungan
manusia sendiri, seperti pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman
manusia, dan warisan budaya, perlu dikaitkan atau dinilai dengan nilai dan
norma transendental agar tidak ada yang bertentangan dengan kehendak
dan kebijakan Tuhan seperti seperti ditetapkan dalam syari’at-Nya.?* Jadi,
sumber dari siyasah syar’iyyah ada dua macam yaitu sumber dari atas
yakni wahyu (agama) dan sumber dari bawah yaitu manusia sendiri serta

lingkungannya.

31.

2 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, (Jakarta: LP3ES, 1996), him.

% Q.S. An-nisa’ (4) : ©9.

2 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian

Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersma Dalam Masyarakat yang Majemuk, (Jakarta: Ul
Press, 1995), him. 11.
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Esensi dari siyasah syar’iyyah adalah kebijakan yang dilakukan
untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syari’at.
Maka dalam setiap mengabil keputusan siyasah syariyyah menggunakan
dua pendekatan yaitu: pertama, Qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum
suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dalam Al-
Qur’an dan Sunnah dengan cara membandingkannya kepada suatu
kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya
berdasarkan nash karena ada persamaan ‘illat atara kedua kejadian. Kedua,
Maslahah mursalah. Prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan
menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.
Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun
bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia
tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’.25

Oleh sebab itu dasar utama dari adanya siyasah syar’iyyah adalah
keyakinan bahwa syari’at islam diturunkan untuk kemaslahatan umat
manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-
adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur’an
dan Sunnah secara eksplisit. Ayat yang menjadi dasar berlakunya

maslahah mursalah adalah firman Allah SWT:

26 ralali Sas V) il 5l L

157.

% Romli,SA, Mugaranah Mazahib Fil Usul, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), him.

%% Q.S. Al-Anbiya’ (21) : 107.
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Untuk mencapai kemaslahatan, manusia akan senantiasa dipengaruhi
oleh perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri.
Artinya, redaksi Al-Qur’an dan Hadist tidak serta merta dapat memberikan
kemaslahatan bagi manusia. Redaksi-redaksi tersebut membutuhkan
pemaknaan atau penafsiran oleh para ahlinya agar makna yang
dikandungnya sesuai dengan konteks kehidupan manusia.?’ Hal ini berarti,
apabila syari’at dibatasi pada hukum-hukum yang terdapat pada Kitab-
kitab klasik saja, tampa memberhatikan tempat, waktu, lingkungan, dan
kebutuhan manusia, maka hukum itu justru akan menghasilkan kondisi
yang sebaliknya, yaitu membawa kepada kesulitan.

Disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain
adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi
dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk
yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan
hukum yang telah digariskan oleh syar’iat adalah bertujuan untuk
menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa
dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.
Metodelogis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah

penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten adalah tidak

" pyjiono, Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Mitra
Pustaka, 2012), him. 73.



21

adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.® Agar

mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis menyajikan

beberapa hal yang terkait seperti sebagai berikut:

a.  Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis ini  menggunakan penelitian yang
dikatagorikan sebagai penelitian pustaka (library research), vyaitu
serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data
pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya.
Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data
penelitiannya.”® Penyusun akan mencari sebanyak-banyaknya sumber
perpustakaan guna menghasilkan penelitian yang baik dan benar.
b.  Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan
yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan karena penulis
akan mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan
yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan hieraki peraturan
perundang-undangan serta kedudukan Tap MPR dalam hierarki peraturan
perundang-undangan, yang kemudian akan dijelaskan secara gamblang
dan jelas oleh penyusun.

C. Sumber Data

him. 42.

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, cetakan 2010),

% Mustika Zed, Metode Penelitian Perpustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional,

2004), him. 2-3.
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Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua) komponen
yaitu, berupa data primer dan data skunder. Sumber data primer penelitian
ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
hierarki peraturan perundang-undangan dalam hierarki hukum yang paling
tinggi, yaitu UUD Tahun 1945, Tap MPR Nomor 11I/MPR/2000, Tap
MPR Nomor I/MPR/2003, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Sumber data sekunder meliputi teks hukum berupa
buku, jurnal, laporan penelitian, karya ilmiah, artikel-artikel, maupun
doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian
ini.

G.  Sistematika Pembahasan
Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Hierarki Tap MPR Menurut
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tinjauan Siyasah Syar’iyyah” maka,

sistematika pembahasan atau penulisan tersusun dari beberapan susunan, yakni:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari judul yang terdiri dari latar
belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan. Alasan penyususn mengangkat judul

tersebut dan cara penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

Bab kedua, merupakan penggabaran secara lebih komprehensif dalam

aspek teori dasar untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah
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dipaparkan di atas. Fokus pembahasannya mengenai teori yang digunakan dalan
penyusunan seperti, teori sosiologi hukum, teori peraturan perundang-undangan

dan teori siyasah syar’iyyah.

Bab ketiga, merupakan uraian mengenai sejarah kedudukan MPR sebelum
amandemen UUD 1945 dan sesudah amandemen UUD 1945. Dasar pembentukan
hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta peranan
produk hukum dalam tata urutan yang telah disepakati. Penyusun juga akan
menjelaskan aspek sejarah dan kedudukan Tap MPR dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia, serta menjelaskan tentang hierarki peraturan perundang-

undangan Indonesia.

Bab keempat, merupakan analisis data kembalinya Tap MPR dalam
hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan status Tap MPR sebagai
suatu produk hukum yang bersifat beschikking tetapi dapat masuk dalam hierarki
peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan melihat dari sisi sosiologi
hukum, baik sosiologi hukum secara umum maupun sosiologi hukum islam. Serta
menganalisis bentuk peraturan perundang-undangan dalam tinjauan siyasah

syar’iyyah.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari
penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan saran atas penulisan skripsi ini,
beserta daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar sumber

rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.



BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi yang berjudul
Hierarki Tap MPR Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:

Pertama, Tap MPR masih berlaku dijadikan sebagai sumber hukum
materiil (bahan pembuatan hukum), namun bukan sumber hukum formil
(peraturan perundang-undangan). Sebagai sumber hukum materiil, Tap MPR bisa
menjadi bahan seperti halnya nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di
dalam masyarakat, yang melihat dari keadaan perubahan sosial dan ekonomi
masyarakat, warisan sejarah, budaya bangsa dan lainnya.

Kedua, Tap MPR yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, adalah Tap MPR yang merujuk pada hasil sidang umum MPR tahun
2003 yang melahirkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003, khususnya pada Pasal 2
dan Pasal 4.

Ketiga, Tap MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap
Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR Tahun 1960 sampai 2002
yang merupakan bentuk evaluasi materi dan status hukum Tap MPRS dan Tap
MPR Tahun 1960 sampai 2002 dan merupakan perwujudan dari amanat Pasal 1

Aturan Tambahan UUD 1945.

80
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Keempat, dimasukkannya Tap MPR kedalam hierarki peraturan
perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan merupakan perpanjangan tangan MPR sebagai
lembaga Negara yang tugas dan kewenangan nya diatur oleh UUD 1945 dan
memiliki produk hukum yang diakui keberadaannya.

Kelima. Prinsip utama dalam pembentukan suatu peraturan atau produk
hukum adalah kemaslahatan umat dan keadilan bagi masyarakat. Dengan catatan
tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum pokok yang sudah ditetapkan.
B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian skripsi yang berjudul Hierarki Tap
MPR Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, maka penyusun memberikan beberapa saran
diantaranya:

1.  Pengujian Tap MPR terhadap UUD 1945 maupun UU terhadap Tap

MPR sebagai konsekuensi hierarki peraturan perundang-undangan
yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak
memiliki landasan atau ketentuan pengujian. Seharusnya MK
sebagai lembaga kekuasaan kehakiman memiliki wewenangan dalam
menguji keseluruhan Tap MPR.

2. Seharusnya Tap MPR yang masih berlaku sampai saat ini sesuai

dengan ketentuan Tap MPR Nomor I/MPR/2003 didorong ke dalam

Progam Legislasi Nasional, untuk dijadikan atau ditransformsikan
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menjadi UU, supaya kedepan tidak lagi menimbulkan multitafsir

oleh berbagai pihak.
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Eas

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR I/MPR/2003

TENTANG

PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi
Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara
yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

bahwa perubahan struktur kelembagaan negara sebagaimana dimaksud pada
huruf b mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan
wewenang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada;

bahwa perubahan tersebut mempengaruhi aturan-aturan yang berlaku menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status
hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

bahwa hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia tersebut akan diambil putusan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c,
d, dan e perlu ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan
Tahun 2002.



Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

1. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 3, serta Pasal
8 ayat (2) dan ayat (3) juncto Aturan Peralihan Pasal Il serta Aturan Tambahan
Pasal | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IIIMPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003
tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/2003 tentang
Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Tahun 2003;

Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2003 yang
membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002;

Putusan Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan) tanggal 7 Agustus 2003 Sidang Tahunan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002.

Pasal 1

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dibawabh ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor X/IMPRS/1966 tentang
Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang
Diatur dalam UndangUndang Dasar 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nornor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan
dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nornor VII/MPR/1973 tentang Keadaan
Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [II/MPR/1978 tentang Kedudukan
dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.



Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11I/MPR/1988 tentang Pemilihan
Umum.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIIIIMPR/1998 tentang Pembatasan
Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nornor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan
dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11I/MPR/1988
tentang Pemilihan Umum.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nornor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia.

Pasal 2

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-
masing sebagai berikut.

1.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/I1966
tentang Pembubaran Partai Kornunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh
Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk
Menyebarkan atau Mengembangkan Faharn atau Ajaran Komunis/MarxismelLeninisme dinyatakan tetap
berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalarn Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sernentara
Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini. ke depan diberlakukan dengan beikeadilan dan
menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik
Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, di nyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah
berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan
pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan
terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang--
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawararan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan
Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sarnpai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/IMPR/1999.

Pasal 3

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap
berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004.

1.

2.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi
Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan
Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Tahun 2000.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I1I/MPR/200I tentang Penetapan
Wakil Piesiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [IV/MPR/2001 tentang
Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.



6.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nornor X/MPR/200l tentang Laporan
Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara
pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2002 tentang Rekomendasi
Kebijakan untuk Mempercepat Pernulihan Ekonorni Nasional.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi
atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden,
Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkarnah Agung
pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

Pasal 4

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-
undang.

1.

10.

11.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966
tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahiawan Ampera yang telah
ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, lain-lain tanda
kehormatan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya
seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang
Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 188 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [II/MPR/2000 tentang Sumber
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan
Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VI/MPRI2000 tentang Pemisahan
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-
undang yang terkait

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara
Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang
yang terkait dengan penyempurnaan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) dari Ketetapan tersebut yang
disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VI/MPR/200I tentang Etika Kehidupan
Berbangsa.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia
Masa Depan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VIII/MPR/200I tentang Rekomendasi
Arah Kebijakan Pemberantasan Pencegahan Korupsi, Kolusi. dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh
ketentuan dalam Ketetapan tersebut.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan
tersebut.



Pasal 5

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan masih berlaku
sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.

1.

2.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1I/MPR/1999 tentang Peraturan Tata
Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan
Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1I/MPR/1999 tentang
Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1I/MPR/2000 tentang Perubahan
Kedua atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [I/MPR/1999 tentang
Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001 tentang Perubahan
Ketiga atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [I/MPR/1999 tentang
Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan
Keempat atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang
Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 6

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan
tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut. maupun telah selesai di
laksanakan.

1.

2.

10.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor I/MPRS/1960 tentang
Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor 1I/MPRS/1960 tentang
Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor 11I/MPRS/1963 tentang
Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia
Seumur Hidup.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor IV/MPRS/1963 tentang
Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor V/IMPRS/1965 tentang
Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS yang Berjudul “Berdikari” sebagai
Penegasan Revolusi Indonesia dalam Bidang Politik, Pedoman Pelaksanaan Manipol dan Landasan
Program Perjuangan Rakyat Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor VI/MPRS/1965 tentang
Banting Stir untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor VII/MPRS/1965 tentang
“Gesuri”, “Tavip”, “The Fifth Freedom is Our Weapon” dan “The Era of Confrontation” sebagai Pedoman-
Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik indonesia Nomor VIII/MPRS/1965 tentang
Prinsip-Prinsip Musyawanah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-
Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik indonesia Nomor IX/MPRS/1966 tentang
Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia /Pemimpin Besar
Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XI/MPRS/1966 tentang
Pemilihan Umum.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XII/MPRS/1966 tentang
Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XIlI/MPRS/1966 tentang
Kabinet Ampera.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XIV/IMPRS/1966 tentang
Pembentukan Panitia-Panitia Ad Hoc MPRS yang Bertugas Melakukan Penelitian Lembaga-Lembaga
Negara, Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan di antara Lembaga-Lembaga Negara menurut Sistim
Undang-Undang Dasar 1945, Penyusunan Rencana Penjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945
dan Penyusunan Perincian Hak-Hak Azasi Manusia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XV/MPRS/1966 tentang
Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XVI/MPRS/1966 tentang
Pengertian Mandataris MPRS.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XVII/MPRS/1966
tentang Pemimpin Besar Revolusi.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XVIII/MPRS/1966
tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS Nomor [II/MPRS/1963.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XIX/MPRS/1966 tentang
Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai dengan
UndangUndang Dasar 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang
Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik indonesia dan Tata Urutan Peraturan
Perundangan Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXI/MPRS/1966 tentang
Pemberian Otonomi Seluas-luasnya kepada Daerah.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXII/MPRS/1966
tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIII/MPRS/1966
tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan. dan Pembangunan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIV/MPRS/1966
tentang Kebijaksanaan dalam Bidang Pertahanan/Keamanan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXVI/MPRS/1966
tentang Pembentukan Panitia Peneliti Ajaran-Ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXVII/MPRS/1966
tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXVIII/MPRS/1966
tentang Kebijaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Ketetapan Majelis Permusyawanatan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXX/MPRS/1966
tentang Pencabutan Bintang “Maha Putera” Kelas Il dari D.N. Aidit.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXI/MPRS/1966
tentang Penggantian Sebutan “Paduka Yang Mulia” (P.Y.M.), “Yang Mulia” (Y.M.), “Paduka Tuan” (P.T.)
dengan Sebutan “Bapak/Ibu” atau “Saudara/Saudari”.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXII/MPRS/1966
tentang Pembinaan Pers.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967
tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Presiden Soekarno.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIV/MPRS/1967
tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik
Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXV/MPRS/1967
tentang Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XVII/MPRS/1 966.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXVI/MPRS/1967
tentang Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966.



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47,

48.

49.

50.

51.

52.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXVII/MPRS/1968
tentang Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor VIII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebij aksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXVII/MPRS/1968
tentang Pencabutan Ketetapan-Ketetapan MPRS:

a. Nomor II/MPRS/1960;

b. Nomor IVIMPRS/1963;

c. Nomor VIMPRS/1965;

d. Nomor VI/MPRS/1965;

e. Nomor VIIIMPRS/1965.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIX/MPRS/1968
tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/ 1966.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XL/MPRS/1968
tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc MPRS yang Bertugas Melakukan Penelitian Ketetapan-Ketetapan
Sidang Umum MPRS Ke-IV Tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS Tahun 1967.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XLI/MPRS/1968
tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XLII/MPRS/1968
tentang Perubahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor
XI/MPRS/1966 tentang Pemulihan Umum.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XLII/MPRS/1968
tentang Penjelasan Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nornor XLIV/IMPRS/1 968
tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik
Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan
Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [I/MPRJ1973 tentang Tata-Cara
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [lI/MPR/1973 tentang
Pertanggungan Jawab Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto selaku Mandataris Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/I973 tentang Peninjauan
Produk-Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sernentara Republik
Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan
Umum.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [IX/MPR/1973 tentang
Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1973 tentang Pelimpahan
Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permsyawaratan Rakyat untuk
Melaksanakan Tugas Pembangunan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1973 tentang
Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repuhlik Indonesia Nornor I/MPR/1978 tentang Peraturan
Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/I 978 tentang Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).
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Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1978 tentang
Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan
Rakyat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan
Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilihan
Umum.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1978 tentang
Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam
Rangka Pengsuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1978 tentang Perlunya
Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor V/IMPR/1973.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1978 tentang
Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1978 tentang
Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan
Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [I/MPR/1983 tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara.

Ketelapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11I/MPR/1983 tentang Pemilihan
Umum.

Keterapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [V/MPR/1983 tentang
Referendum.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1983 tentang
Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan
Rakyat serta Pengukuhan Pemberiari Penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1983 tentang
Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan
Tugas dan Wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka
Pensuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1983 tentang
Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988 tentang Perubahan
dan Tambahari atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983
tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [I/MPR/1988 tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara.

Ketetapan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [V/MPR/1988 tentang
Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan
Rakyat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1988 tentang
Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1988 tentang Pelimpahan
Tugas dan Wewenang kepada Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka
Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
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Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/I988 tentang
Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1993 tentang Perubahan
dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik indonesia Nomor I/MPR/1983
tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana Telah
Diubah dan Ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
I/MPR/1988.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [I/MPR/1993 tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [II/MPR11993 tentang
Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [IV/MPR/1993 tentang
Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1993 tentang
Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998 tentang Perubahan
dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR11983
tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana Telah
Diubah dan Ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
I/IMPR/1988 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1993.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [I/MPR/1998 tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [lI/MPR/1998 tentang
Pertanggungjawaban Presiden Repuhlik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [V/MPR/1998 tentang
Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1998 tentang Pemberian
Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan
Pancasila.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1998 tentang
Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1998 tentang Perubahan
dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983
tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah dan Ditambah Terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Noinor VIII/MPR/1998 tentang
Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang
Referendum.

Ketetapan Majelis Pcrmusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1 998 tentang Pencabutan
Ketetapan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [I/MPR/1998 tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok
Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai
Haluan Negara.
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Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nornor XII/MPR/1998 tentang Pencabutan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1998 tentang Pemberian
Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan
Pancasila.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998 tentang
Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1I/MPR/1978 tentang
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang
Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1999 tentang Perubahan
Kelima atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang
Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [lII/MPR/1999 tentang
Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata-Cara
Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang
Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1999 tenlang
Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan
Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan
Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2001 tentang Sikap Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Makiumat Presiden Republik Indonesia Tanggal 23
Juli 2001.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2001 tentang
Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman W ahid.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Rcpublik Indonesia Nomor I/MPR/2001 tentang Perubahan
atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nornor IX/MPR/2000 tentang
Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan
Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [1JMPRJ2002 tentang
Pembentukan Komisi Konstitusi

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor lII/MPR12002 tentang Penetapan
Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2002 tentang Pencahutan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR]jJ 999 tentang Tata Cara
Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 7

Ketetapan ini mulai herlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2003

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
ttd
Prof. Dr. H.M. Amjen Rais

Wakil Ketua, Wakil Ketua,

ttd ttd
Prof. Dr. Ir. Grnandjar Kartasasmita Ir. Sutjipto
Wakil Ketua, Wakil Ketua

Ttd Ttd

K.,H. Cholil Bisri Drs. H.M. Husni Thamrin

Wakil Ketua, Wakil Ketua

Ttd Ttd

Letjen TNI Slamet Supriadi,S.l.P.,M.Sc, M.M. Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua Wakil Ketua

Ttd Ttd

Drs. H.A. Nazri Adlani Dr. H. Oesman Sapta
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CURRICULUM VITAE

. Biodata Pribadi
Nama Lengkap

Jenis Kelamin
Tempat, Tanggal Lahir
Alamat Asal

: Abdul Muklis

. Laki-Laki

: Kuantan Sengingi, 16 Mei 1995

: Dsn. Mekar Sari 05/06, Ds. Bojong, Kec.
Kawunganten, Kab. cilacap

- JIn. Tutul 23A, Papringan, Kec. Depok,
Kab. Sleman, Yogyakarta

Alamat Tinggal

Email
No. HP

: abdulmukhlis203@gmail.com

: 08567550701

. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang Nama Sekolah Tahun

TK Pertiwi 2000-2001
SD Negeri 16 Grugu 2001-2007
MTS Al-Iman Purworejo 2007-2010
MA Al-Iman Purworejo 2010-2013
S1 UIN Sunan Kalijaga 2013-2017

. Pengalaman Organisasi

Organisasi Jabatan Tahun

OSIM Anggota 2011-2012
ISTRAJABA Ketua 2011-2012
PMII Kaderisasi 2015-2016
HIMMAH SUCI Anggota 2015-2016
HIMA CITA Pendidikan 2015-2016
HMJ HTN (Siyasah) Ketua 2016-2017
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